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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan 

pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang 

keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.  

Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah 

pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun 

perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik 

di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana 

pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan 

rencana pembangunan tahunan. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholders di daerah 

sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen 

perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD.  Oleh karena 

itu, perangkat daerah sebagai stakeholders di daerah perlu menjamin 

terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Perubahan Renja). 

Perubahan Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, 

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman 

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perubahan Renja perangkat 

daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan 

untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah 

khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Perubahan Renja 

perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem 

perencanaan daerah, karena Perubahan Renja perangkat daerah merupakan 

produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. 

Perubahan Renja perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan 

pada masyarakat. 

Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Majalengka yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal 2 

Nopember 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Majalengka, Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang mempunyai 

Kewenangan pokok dalam satu urusan wajib yaitu urusan wajib di bidang sosial. 

Seiring dengan hal itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dijelaskan dalam pasal 12 ayat 2, menandaskan bahwa 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
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Dasar, diantaranya berkaitan dengan leading sector Dinas Sosial yaitu meliputi 

bidang sosial Kabupaten Majalengka. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang 

dibuat setiap tahun, selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Perubahan Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, 

Perubahan Renja Dinsos mempunyai arti yang strategis dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah  

mengingat beberapa hal sebagai berikut : 

1. Perubahan Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial 

penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan 

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

2. Perubahan Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program 

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 

2024. 

3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi 

pelaksanaan program/kegiatan, untuk mengetahui sejauh mana capaian 

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud 

dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Perencanaan Strategis (Renstra). 

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja PD dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka 

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja 

PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD antara 

lain : 

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun 

sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 

2. Program dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan program prioritas 

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 

3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja PD harus selaras dengan 

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku 

kepentingan dalam Forum Musrenbang. 

4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan 

indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan 

dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 



2 

PERUBAHAN RENJA Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 2024 

 

 

 

 

1.2 Landasan Hukum 

Perubahan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2024 

disusun dengan berlandaskan pada: 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unda- Undang Nomor 23 tahun 2014 

tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 

42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6633); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2020-  2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka tahun 2008 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 

2011tentang RencanaTata Ruang     Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka 

tahun 2011 Nomor 11); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 

3); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 

14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); 

24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 

(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 6); 
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25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15  Tahun  2024  tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor ); 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten 

Majalengka Tahun 2024 sebagai berikut: 

1. Dihasilkannya dokumen Rencana Kerja tahunan yang menjamin adanya 

korelasi atau sinergi perumusan kondisi atau masalah daerah, 

perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai  

dengan kebutuhan daerah. 

2. Dirumuskannya dokumen Rencana Kerja bagi seluruh pegawai Dinas 

Sosial Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas-tugas 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka. 

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial 

Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi, menganalisis kinerja program dan kegiatan Tahun 

Anggaran 2023 dan evaluasi tahun berjalan sebagai bahan acuan 

perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran 

Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Perubahan Renja PD selama tahun 

lalu. 

2. Mengarahkan Progam dan Kegiatan sesuai Visi, Misi Kebijakan, Program 

dan Kegiatan yang disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024. 

3. Sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, 

lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam menjawab berbagai isu-isu 

penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. 

4. Mengakomodasi usulan program serta kegiatan yang berasal dari 

masyarakat sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial. 

1.4 Sistematika  Penulisan 

Sistematika penulisan Evaluasi Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten 

Majalengka adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Peurbahan tahun 2024 Dinas 

Sosial Kabupaten Majalengka. 

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 
LALU 

Menguraikan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun lalu 

tentang capaian kinerja sasaran, capaian kenerja program dan kegiatan, 

analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi, review 
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Pembangunan Daerah Tahun 2024. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Menguraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan 

sasaran Perubahan Renja, program dan kegiatan PD dalam pencapaian 

pembangunan kabupaten. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Menguraikan tentang rencana kerja peruahan tahun 2024 serta besaran 
pendanaan 

PD. 

BAB V PENUTUP 

Menguraikan tentang catatan penting yang di simpulkan yang perlu 

mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaan program kegiatan serta 

rekomendasi untuk menyempurnakan program kegiatan yang akan dating. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA) PERANGKAT 

DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 

 
 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 

2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan 

kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2024 

.Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA 

Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerjadan 

kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. 

Evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 

2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, 

penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil 

pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan untuk 

memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Perubahan 

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka 

mewujudkan tujuan dansasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 

serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024. 

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut: 



 

 

 

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun 2024 

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 
Tahun 2024 
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Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 
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2.1.2 Capaian Renstra Tahun Lalu 
 
 

 

 
Untuk Presentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS  )  yang  memperoleh  bantuan  sosial  untuk  pemenuhan  kebutuhan dasar, 

secara keseluruhan mengalami peningkatan atau mencapai target bahkan melampaui target baik target SPM maupun IKK terutama  diakhir periode Renstra 

dari target 48% atau 80% realisasinya  mencapai  135,11%  dengan  Rasio Capaian Pelayanan  sebesar  281,48  %, adapun Data  PSKS dan PMKS atau 

Kemiskianan hanya dilakukan 1 kali yaitu di periode tahun ke 4. Selanjutnya Prosentase (%)  Potensi  Sumber  Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang 

diberdayakan dan diberi pelatihan secara umum mencapai  target  yaitu  100%  sesuai  dengan  target  IKK,  dan  untuk  Pelestarian  Nilai Nilai Kepahlawanan 

dan Kejuangan juga telah mencapai target  sebanyak  1  kali  dalam  setahun  atau  5  kali  dalam  lima  tahun  Keberhasilan pencapaian target tersebut 

dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik,  restrukturisasi  kelembagaan  efisien,  pemberdayaan  sumber  daya manusia yang efektif, strategi 

pemanfaatan SDM/SDA yang tepat, dan manajemen pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya. 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daeerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten 

Majalengka s/d Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah : 

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 
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Keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah didukung pula dengan 

kelembagaan Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan tuntutan jaman. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati 

Majalengka Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang 

menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan 

dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. 

Dinas Sosial diklasifikasi Tipe B Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Sosial 

dengan beban kerja yang tinggi, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) 

bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan satu Jabatan Fungsional. 

Masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) Jabatan Fungsional. 
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Sebagai bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, menjalankan fungsinya dengan susunan struktur organisasi 

sebagai berikut: 

 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUOATEN MAJALENGKA 

 

Gambar 1 - Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 
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2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial 

Kabupaten Majalengka tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai 

bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat 

(Kemententrian Sosial) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana yang memadai. 

Adanya perubahan payung hukum tentang anggran, dengan keluarnya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi,  

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. Selanjutnya di tindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor: 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Sekaitan dengan hal tersebut isu-isu strategis tersebut merupakan 

permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat 

diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang 

bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara 

bertahap. Adapun isu-isu strategis yang menjadi permasalahan utama dalam 

pembangunan daerah Kabupaten Majalengka di bidang Sosial melalui 

kewenangan Dinas Sosial, yaitu: 

1. Masih lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan 

yang ditunjukan dengan rendahnya kesemapatan berusaha dan 

bekerja, akses permodalan, pasar, akses produksi, keterampilan dan 

produktivitas; 

2. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya; 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi,  

antara lain: 
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a. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang 

handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan 

program dan kegiatan bidang sosial; 

b. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari 

seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan bidang sosial; 

Memperhatikan Isu Strategis Nasional, Regional dan permasalahan- 

permasalahan yang masih dihadapai oleh Kabupaten Majalengka dengan 

kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola 

organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan 

kamampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain 

dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola 

organisasi pemerintah daerah. 
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Tabel 2.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan isu Strategis 

Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka 
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2.3.1 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan padaKabupaten 

Majalengka. 

Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas Sosial dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Kekuatan (Strengths): 

a. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta Tupoksi yang jelas. 

b. Tersedianya kualitas SDM yang memadai sebanyak 23 orang. 

c. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara 

konsekuen. 

Kelemahan  (Weakness): 

a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi. 

b. Volume, Sarana, Prasarana (komputer , kendaraan dinas dan lain lain) 

yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pelayanan. 

c. Alokasi dana yang belum memadai dibandingkan dengan volume dan 

jenis pelayanan yang harus dilaksanakan. 

Sedangkan “Factor Eksternal” yang berdasarkan Analisis Lingkungan  

Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut: 

Peluang (Opportunities): 

a. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat 

perasionalisasi pelaksanaan tugas. 

b. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang besar merupakan potensi 

c. Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati. 

Tantangan (Threats): 

a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 

b. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait. 

Analisis Strategi 

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa kekuatan dan 

kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) berupa peluang dan 

ancaman yang kemungkinan timbul, maka disusunlah strategi-strategi yang 

diperlukan dengan memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada 



17 
PERUBAHAN RENJA Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 2024 

 

 

 
 

untuk mengatasi berbagai kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui 

analisis strategi. Hasil analisis strategi dapat dikemukan dalam bentuk 

interaksi faktor antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut: 

1. Strategi Strengths Opportunities (Offensive Strategy) / Strategi S-O 

Strategi S-O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang. 

a. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S-O adalah : 

Mendayagunakan Strategi Organisasi dan Tupoksi Dinas dengan 

memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada; 

b. Meningkatkan budaya kerja secara konsekuen dengan memanfaatkan 

dukungan dari pimpinan/Bupati; 

2. Strategi Strengths –Threats (Diversifikasi Strategy) atau Strategi S-T 

Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S-T 

adalah : 

a. Mendayagunakan SOTK dan tata kerja Dinas untuk mengoptimalkan 

koordinasi dengan instansi/unit kerja lainnya; 

b. Mengoptimalkan penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan 

Dinas unutk menegakkan senksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan; 

c. Mendayagunakan lokasi kantor yang strategis dan mudah dijangkau 

untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukkum masyarakat; 

3. Strategi Weakness–Opportunities (Turn Arround Strategy) atau Strategi 

W- O 

a. Strategi W-O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi 

W-O adalah : Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan 

memanfaatkan peraturan perundangan yang dapat memperkuat 

operasionalisasi pelaksanaan tugas; 

b. Atasi kurangnya volume, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan 

dukungan dari Bupati; 

4. Strategi Weakness –Threats (Deffensive Strategy) atau Strategi W-T 

Strategi W-T adalah strategi yang memininalkan kelemahan untuk 



menghindari ancaman. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W- 
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T adalah : 

a. Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk mengatasi rendahnya 

tingkat kesadaran hukum yang ada; 

b. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mengatasi 

kurangnya sarana dan prasarana serta dana yang belum memadai. 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang 

mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Majalengka 

dalam menurunkan angka kemiskinan. 

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara 

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan 

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target 

Renstra Sosial Kabupaten Majalengka dan tingkat kinerja yang dicapai oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. 

RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) 2024-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan 

Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Majalengka tahun 

2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu 

dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir 

kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana 

program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka. 
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Tabel 1 - Rancangan Awal RKPD 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka menyusun usulan program dan 

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan 

tinggi maupun dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota yang langsung 

ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian 

lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan 

Musrenbang di tingkat Kab/Kota. 

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan 

bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan 

pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta 

kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan  tugas dan 

fungsi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Adapun deskripsi yang disajikan 

dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum 

sebagai berikut: 
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Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 
 

 

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catata 
n 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Kab. Majalengka Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah, Nilai Sakip Perangkat Daerah, 

Nilai IKM 
Perangkat Daerah 

4,903,259,569  

2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Kab. Majalengka Presentase PPKS yang Tergraduasi 797,925,000  

3 
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kab. Majalengka Presentase PPKS yang Kembali Berfungsi 

Sosial 
1,282,228,200  

4 
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 

JAMINAN SOSIAL 

Kab. Majalengka Presentase PPKS yang Memperoleh Jaminan 
Sosial 

4,060,882,900 
 

 

 
5 

PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kab. Majalengka Presesntase Kejadian Bencana Alam, Non 

Alam,dan Sosial Menimpa PPKS yang 

Tertanggulangi 

1,112,364,000  

 
6 

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 

PAHLAWAN 

Kab. Majalengka Jumlah Makam yang Terpenuhi 

PemeliharaannyaPada Taman Makam 

Pahlawan Kabupaten/Kota 

130,267,000  



22 
PERUBAHAN RENJA Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 2024 

 

 

 
 
 
 

BAB III 

TUJUAN DAN SARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Sasaran Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 yang ingin icapai adalah : 

a. Meningkatkan     Taraf Kesejahteraan     SosialPenduduk  Miskin dan 

Rentan, 

b. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara 

kesejahteraan sosial yang professional, 

c. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas 

birokrasi dan pelibatan publik. 

Sasaran ini merupakan kerangka pembangunan nasional serta sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.  

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 dengan indikator kinerja 

sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan 

Rentan, melalui indikator : 

1.1. Indeks Kesejahteraan Sosial 

2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara 

kesejahteraan sosial yang professional melalui indikator: 

2.1. Indeks Partisipasi Sosial 

2.2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 

2.3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang 

terakreditasi 

2.4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu 

penanggulangan kemiskinanPersentase (%) K/L/D yang 

memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam 

penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan 

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas 

birokrasi dan pelibatan public, melalui indicator: 

3.3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial. 
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Tugas Kementerian Sosial menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi  

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan 

penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Negara. 

Fungsi Kementerian Sosial sebagai berikut: 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan 

sosial, dan penanganan fakir miskin, 

2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu, 

3. Penetapan standar rehabilitasi sosial, 

4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberi dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Sosial, 

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Sosial, 

6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemensos, 

7. Pelaksanaan bimbingan  teknis dan supervisi atas 

pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah, 

8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan 

kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial, 

9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. 

 
Kebijakan Kementerian Sosial pada pembangunan Kesejahteraan sosial 

diarahkan untuk: 

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan 

rentan; 

2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui 

peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui 

penguatan skema layanan dan pendataan terpadu 
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Strategi pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam 

RPJMN 2020-2024 difokuskan pada: 

1. Penguatan program pemberdayaan sosial dalam strategi 

penanggulangan kemiskinan; 

2. Penguatan rehabilitasi sosial lanjutan; 

3. Penguatan kapasitas SDM aparatur dan tenaga kesejahteraan Sosial; 

4. Penguatan kesiapsiagaan dan respon penanganan bencana; 

5. Penguatan regulasi penyelenggaraan kesejahteraan Sosial. 

Progam pembangunan Kesejateraan Sosial Kementrian Sosial Tahun 2020- 

2024: 

Progam Kementerian Sosial sebagai berikut: 

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

2. Program Rehabilitasi Sosial 

3. Program Pemberdayaan Sosial 

4. Program Penanganan Fakir Miskin. 

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementrian Sosial serta analisis 

Faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten 

Majalengka diidentifikasikan Faktor penghambat yaitu: 

1. Regulasi kewenangan penanganan PPKS. 

2. Keterbatasan anggaran untuk Penanganan PPKS. 

3. Keterbatasan anggaran untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan 

dan PPKS lainya; 

4. Keterbatasan dukungan fasilitas bagi para tenaga pekerja sosial dan 

tenaga kesejahteraan sosial. 

Adapun hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

dimana sasaran strategisnya meningkatnya pelayanan penanganan PPKS 

telah teridentifikasi Faktor penghambat sebagai berikut: 

1. Regulasi kewenangan penanganan PPKS 

2. Keterbatasan anggaran untuk Penanganan PPKS 

Adapun faktor pendorong sebagai berikut: 

1. Dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) 

2. Peningkatan pemahaman/persepsi dalam penanganan PPKS 



3.2 Tujuna dan Sasaran Perubahan Renja 
Dinas Sosial 

25 
PERUBAHAN RENJA Dinas Sosial Kabupaten 
Majalengka 2024 

 

 

Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan indikator RPD 2024-2026 

Kabupaten Majalengka tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator 

sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam 

kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk 

memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan Pembangunan 

harus dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. 

Secara garis besar guna menyelaraskan dan bersinergi dengan tujuan 

rencana strategis Dinas Sosial adalah “menurunkan angka kemiskinan”. 

Sebagaimana arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, Tentang Pedoman Evaluasi 

Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka 

ditetapkan pula indikator kinerja dari tujuan tersebut yaitu “menurunkan  

angka kemiskinan”. 

Sasaran yang ingin dicapai guna mendukung sasaran Renstra 2024- 

2026 Kabupaten Majalengka yaitu adalah menurunnya angka kemiskinan. 

Indikator kinerja sasaran yaitu: penurunan angka kemiskinan. Target 

indikator kinerja akan berusaha dicapai melalui perhitungan capaian- 

capaiannya tiap tahun selama 3 tahun sejak tahun 2024 sampai dengan 2026, 

dapat di lihat pada Tabel 3.1. berikut. 
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Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah 

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 

Tahun 2024 
 

NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN PENJELASAN/FORMULASI 

TIPE 
PERHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

TARGET KINERJA 

2024 2025 2026 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

1 

Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Sosial Bagi 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial (PPKS) 

Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Sosial Bagi 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial (PPKS) 

 
 

Jumlah PPKS 

 
 

Presentase 

(Jumlah PPKS Tahun n-1 – Jumlah PPKS Tahun n) 
  x 100% 

Jumlah PPKS Tahun n 

 
 

Non Komulatif 

 
Laporan 
basis data 
PPKS di 
Kabupaten 
Majalengka 

 
 

Dinas Sosial 

 
 

9,8% 

 
 

10,9% 

 
 

12,3% 

     Jenis - jenis PPKS : anak balita terlantar, anak terlantar, 
anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak 
dalam kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban 
tindak kekerasan atau diperlakukan  salah, anak yang 
memerlukan perlindungan  khusus, lanjut  usia 
terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, 
pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga 
Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), orang 
dengan HIV/AIDS (ODHA), korban 
penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak 
kekerasan, Pekerja Migram Bermsalah Sosial (PMBS), 
korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan 
rawan sosial ekonomi, fakir miskin, kelaurga bermasalah 
sosial psikologis, komunitas adat terpencil 

      

 
Tabel  - Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah 
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Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan berdasarkan Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 adalah Mengurangi 

beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Keluarga misikin 

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka untuk Mewujudkan penurunan tingkat 

kemiskinan, dengan indikasi programnya; a) Rehablitasi Sosial; b) 

Perlindungan dan Jaminan Sosial; c) Pemberdayaan Sosial; d) Penanganan 

Bencana;. Sehubungan dengan hal tersebut yang mengacu pada strategi dan 

kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan kewenangan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka mempunyai Strategi 

antara lain: 

1. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

2. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin 

3. Meningkatnya Rehabilitasi SosialPenyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PPKS 

4. Meningkatnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang 

berpartisipasi dalam penanganan PPKS 

3.3 Program dan Kegiatan 

Jumlah Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh 

Dinas Sosial berjumlah 4 (empat) Program dan 4 (empat) Kegiatan. 

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Prioritas ini adalah adalah sebesar Rp. 18,666,686.600 Nilai rinci untuk tiap 

kegiatan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3. berikut. 
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Tabel 3.3 Recana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Rencana kerja dan pendanaan untuk program dan kegiatan Dinas Sosial 

Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024, disusun dalam rangka mendukung 

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka menyelaraskan dan 

bersinergi dengan tujuan rencana strategis Dinas Sosial adalah “Menurunnya 

tingkat kemiskinan” sebesar 11,56 %. 

Adapun pada RKPD Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Sosial  

jumlah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 

di Tahun 2024 adal sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 

42 (empat puluh dua) sub kegiatan. 

Selengkapnya rencana kerja perubahan dan pendanaan Dinas Sosial 

Kabupaten Majalengka Tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan perangkat 

daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, tertuang pada 

Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Rekapitulasi Perubahan Renja Per Bidang Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2024 
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Tabel 3 - Rekapitulasi Perubahan Renja Per Bidang Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2025 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten 

Majalengka Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 serta Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Secara umum maupun secara khusus 

disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah (PD) sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas- tugas dan kegiatan-kegiatan, serta program-program pembangunan 

yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Majalengka Tahun 2024. 

Perubahan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 

2024 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) serta acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah bagi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam 

menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target Pembangunan yang 

diamanatkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. 

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai di 

tahun 2024 yaitu adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta 

masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan dan 

seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Selain itu berdasarkan 

hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka 

Tahun 2023, maka dapat di simpulkan bahwa masih terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi sebagai berikut : 

a. Perlu adanya penajaman kembali fokus program dan kegiatan 

pembangunan sehingga dampak dari adanya program dan kegiatan 

pembangunan dapat lebih maksimal dan berdampak nyata terhadap 

peningkatan perekonomian masyarakat; 
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b. Belum terwujudnya sinergitas yang optimal diantara berbagai 

program/kegiatan serta berbagai stakeholders yang terlibat; 

c. Masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang menjadi 

faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

5.2 Rekomendasi 

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten 

Majalengka pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang 

rencananya akan dilakukan antara lain : 

a. Perlu upaya penggalian sumber-sumber dana pembangunan,  baik yang 

berasal dari provinsi/pusat, bantuan luar negeri ataupun peran swasta 

serta swadaya dan swadaya masyarakat dalam program 

pemberdayaan Sosial. 

b. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perlu ditunjang dengan 

keberlanjutan program di tahun-tahun selanjutnya sekaligus diikuti 

dengan bimbingan lanjutan secara intensif sehingga jiwa 

kewirausahaan di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud. 

c. Perlu dilakukannya penelaahan dan pengkajian lebih mendalam dan 

komprehensif terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang 

akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada saat 

penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai langkah antisipasi 

terhadap hambatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan. 

d. Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil yang 

kompeten ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya 

Manusia untuk penempatan pegawai di Dinas Sosial; 

e. Menyusun rencana penambahan sarana dan prasarana pada rencana 

kegiatan anggaran tahun 2024. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan pikiran jernih, menghaturkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi mendukung sepenuhnya 

atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas 

Sosial Kabupaten Majalengka, semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua yang memiliki kepedulian dan 

komitmen bagi keselamatan dan kesejahteraan umat. Aamiin.
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